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ABSTRAK 
NAMA : MUNANDAR 
NIM : 11111110111 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALAK DI 
LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT 
DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE. 
Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek 
perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di masyarakat Kecamtan 
lappariaja Kabupaten Bone Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan 
perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam 
UU No. 1 Tahun 1791 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan yakni:  
1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab Talak di luar Pengadilan Agama pada  
masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap talak di luar Pengadilan Agama pada 
masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone? 
0. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap talak di luar pengadilan agama di 
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang 
lengkap dan valid  
Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. Interview ini 
dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, 
wawancara dilakukan dengan masyarakat Lappariaja serta tokoh masyarakat.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam 
proses perceraiannya serta murahnya biaya. Pelaksanaan cerai di masyarakat 
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama 
dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan 
konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal 
fikih dan al-Quran), status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone di luar Pengadilan Agama ada pertentangan dengan 
hukum tersebut sehingga tidak dianggap sah.  
Dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan 
ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 111 dan Pasal 112.  
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                                              BAB I 
              PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang Mahaesa1. 
        Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma bukan perkara 
yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumya harus 
memiliki bekal pengetahuan yang cukup tantang nilai, norma dan moral yang 
benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi sengala macam 
rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.  
        Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal 
yang banyak, namun ditengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan 
yang dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah 
tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.  
        Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendor, hubungan 
kasisayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman 
dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan 
pertengkaran, rumahtangga bukan lagi seperti istana dan surga tapi berubah 
bagaikan penjara dan neraka2. 
                                                             
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2112), h. 2. 
2Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan Adat(Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1771), 
h. 167. 
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Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyeleseaian 
perselisihan dan kemelut rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga 
yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan 
akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua bela pihak.2 
  Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 
kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana 
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam kehidupanya. Islam tidak 
menghendaki seseorang membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini 
berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaraan agama.1 
           secara tidak langsung perkawinan memiliki dua pungsi. Fungsi pertama 
adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran  Islam tentang jalinan 
hubungan yang sah antara laki-laki dan permpuan yang bukan muhrim untuk 
menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut sebagai fungsi ibadah 
karena merupakan wujud pelaksanaan syari’at dan takdir Allah sebagaimana yang 
terkandung dalam firman di atas. 
           Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan 
kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan 
menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta 
mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah 
satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakanya, karena 
perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan 
                                                             
  3Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Libertiy, 1796), h. 119. 
1Supardi Mursalim, Menolak Poligami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2119), h. 1. 
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zinah. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara 
perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. 
Dengan berpuasa diaharpkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat 
keji yaitu perzinaan.5 
               Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses 
perkawinan menurut Hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai 
keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut diantaranya berkaitan dengan 
sayarat dan rukun perkawinan hingga peroses perkawinan itu sendiri, selain diatur 
dalam konteks agama, di indonesia perkawinan juga diatur  dalam sebuah undang-
undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan. Yakni Undang-
Undang No 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam 
(KHI). 
              Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam 
penyeleseaian perselisihan dan kemelut rumah tangga menyelesaikan keretakan 
rumah tangga yang tak lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan 
akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. 
            Islam meman tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu 
bukan berarti bahwa islam membuka jalan yang selebar- lebarnya untuk 
melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa islam membolehkan umatnya 
melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi islam 
memberikan batasan-batasan tertentu kapan  antara suami istri baru dibolehkan 
melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian 
                                                             
 5Ahma Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 
1995), h. 19. 
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harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang 
ditempu oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan 
kehidupan rumah tangga mereka.6   
           Secara tidak langsung Islam, membolehkan perceraian namun disisi lain 
juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami 
istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan islam mengenai proses perceraian. 
Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalamproses pertikaian 
pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk 
mendamaikan keduanya. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk 
melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya, 
perihal anjuran penunjukan hakam yang akan mendamaikan perselisihan antara 
suami istri. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/1 : 25 berikut ini: 
                             
                           
 
Terjemahnya: 
              Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
                                                             
6Somiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Libertiy, 1796), h. 111. 
5 
 
 
 
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
(Q.S An Nisa/1 : 25).9 
              Dalam konteks hukum positif  di Indonesia, prosedur percerian juga 
diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaimana 
didasarkan pada Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
alasan. Bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
istri.  
             Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang 
khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedimikian rupah dalam suatu peraturan 
perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1791 tentan 
perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan  peraturan pelaksanaanya yaitu 
peraturan pemerintaah No. 7 Tahun 1795. Peraturan perundang undangan ini 
bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat indonesia. Khusus untuk orang 
Islam, disamping juga itu berpedoman pada Undang Undang Nomor. 9 Tahun 
1799 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahn 
tertentu bagi umat Islam indonesia, termasuk didalamnya masalah 
perceraian.maka dengan adanya Undang Undang Peradilan Agama kini umat 
islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang Undang 
Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya tetapi didukung juga dengan Kompilasi 
                                                             
 9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahanya, (Semarang: PT Karya 
Toha Putra), h. 122. 
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Hukum Islam (KHI). Pasal 27 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1791 
menyatakan:9 
Ayat 1 : perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah  
pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
Ayat 2 : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 
Dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan: 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadila Agama 
setelaha Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak tersebut.7 
Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di 
depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. 
Meskipun undang-undang sudah mengatur sedimikian rupa cara perceraian 
di Indonesia, namunmasih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum 
mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih 
mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama, serta masih ada 
masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 
Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus 
perceraian yang dilakukan di luar Pengadian Agama dan tidak mendapatkan akta 
                                                             
8Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan 
(Jakarta: Akademi Persindo CV, 1796), h. 91. 
9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, h. 2. 
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perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga 
masyarakat yang melakukan perceraian, bahkana tanpa adanya perantara hanya 
mengucapkan kata-kata cerai anta sepasan suami istri itu suda dianggap sah 
menurut adat mereka. 
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone mayoritas masyarakat beragama 
Islam, memliki sifat dan kekeluargaan yang cukup tinggi jika terjadi sengketa 
dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Latar belakan 
pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
maka tidak heran apabila masyarakat masih,banyak yang tidak sadar masalah 
hukum, dan salah satunya adalah masalah  perceraian masih banyak masyarakat 
yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama. 
Perceraian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Lappariaja, tidak 
dilakukan didalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Menurut Munansar salah seorang tokoh agama sekaligus merangkap 
sebagai penghulu di Kecamatan Lappariaja, bahwa perceraian yang dilakukan 
oleh masyarakat Lappariaja hanya dilakukan di rumah dengan cara seorang laki-
laki mengatakan kepada istrinya aku pulangkan engkau kepada orang tuamu, aku 
ceraikan engkau atau kamu boleh menikah dengan laki-laki lain dan begitupun 
sebaliknya aku boleh menikah dengan perempuan lain dan pada saat itu jatulah 
talak atau cerai. Oleh karena itu masyarakat Lappariaja berani menikah lagi 
meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara. 
Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Lapparia merupakan salah satu 
masalah hukum yang unik antra hukum agama dan hukum negara, inilah yang 
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mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran terkait dengan penomena 
yang terjadi tersebut, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk 
skripsi dengan mengambil sebuah judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di 
Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten 
Bone. 
B. Fokus Penelitian  dan Deskripsi Fokus 
      1.   Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit 
untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waekecce’e. Kecamatan. Lappariaja, 
Kabupaten. Bone, melalui wawancara secara langsung dengan warga, tokoh 
masyarakat disekitaran Desa Waekecce’e. Kec. Lappariaja, tentang penelitan 
yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu. 
2. Deskripsi Fokus 
untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru bagi pembaca dalam 
memahami judul skripsi ini, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan 
penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain. 
1. Tinjauan 
          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan adalah hasil 
meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari) untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
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2. Hukum Islam 
            Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diturunkan 
oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum yang 
berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun Hukum-Hukum yang 
berhubungan dengan perbuatan. 
     2. Talak 
Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah 
satu sebab putusnya perkawinan. 
1. Pengadilan Agama 
            Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beraga Islam mengenai perkara tertentu. 
C.  Rumusan Masalah 
     Berdasarkan uraian latar belakan diatas maka penulis merumuskan fokok 
permasalahan Tinjauan Hukum Islam Tehadap Talak di Luar Pengadilan Agama 
Pada  Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dari rumusan 
pokok masalah tersebut maka penulis mengangkat sub masalah, yaitu 
1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Lappariaja 
Kabupaten Bone melakukan talak di luar Pengadilan Agama? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap talak diluar Pengadilan 
Agama pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone? 
2. Bagaimana pendapat Tokoh Masyarakat tentang peraktek talak di luar 
Pengadian Agama pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten 
Bone? 
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D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan pada judul skripsi yang peneliti pilih, sehingga untuk mendukun 
selesainya penulisan skripsi ini maka peneliti akan mengkaji, menelaah dan 
mencermati beberapa buku rujukan yang ada kaitanya dengan pembahasan. 
Adapun refrensi yang menjadi rujukan awal diantaranya sebagai berikut: 
Hukum Adat dan Hukum Agama karya prof. H. Hilman Hadikusuma S.H 
tahun 1771, dalam kedua buku ini misalnya disinggun secara panjan lebar 
bagaimana perceraian dalam Hukum Islam hanya pintu darurat bagi suami istri 
demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. 
 Kemudian dibahas pula mengenai perceraian menurut Undang-Undang 
perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam yang secara panjang lebar mengupas 
tentang bagaimana dan seperti apa perceraian menurut Undang-Undang 
perkawinan tersebut, mulai dari putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, 
usaha perdamaian, tatacara perceraian, sampai kepada akibat-akibat hukumnya. 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1791 Tentang  
Perkawinan dan Kopilasi Hukum Islamtahun 2112, Dalam buku ini memuat 
Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian. 
Muslihuddin dampak perceraian dibawa tangantahun 2119, 
menyimpulkan bahwa alasan perceraian dibawa tangan adalah adanya kecepatan, 
keringanan biaya, serta sebagai perceraian alternatif. Sedangkan status hukumnya 
adalah sah menurut hukum normatif dan tidak sah menurut hukum negara. 
 Kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih As-sunnahtahun 
1792,Memaparkan tentang adanya beberapa pendapat termasuk golongang ahli 
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Fikih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat, bahwa talak sah tampa 
dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab talak termasuk hak suami. 
 Adapun golongan yang berpendapat bahwa mempersaksikan talak itu 
menjadi syarat sahnya talak. 
 Dari beberapa penelitian sebelumnya penyusun belum menemukan skripsi 
yang menelaah secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di 
Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten 
Bone. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pokok 
masalah  tersebut sebagai penelitian skripsi. 
E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
   Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di 
Kecamatan Lappariaja  melakukan talak di luar Pengadilan Agama. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap talak diluar 
Pengadilan Agama pada masyarakat Lappariaja Kabupaten Bone. 
c. Untuk mengetahui dampak talak yang dilakukan diluar Pengadilan Agama 
pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 
d. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang peraktek talak di luar 
PengadianAgama pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk menambah pengetahuan penyusun serta bermanfaat bagi para pembaca 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya talak diluar Pengadilan 
Agama dan bisa menimbulkan kesadaran  untuk melakukan perceraian di 
Pengadilan Agama bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat di 
Lappariaja khususnya. 
c. Skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan khusunya Jurusan Peradilan 
Agama serta umumnya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negri Alauddin Makassar. 
d. Untuk memberikan kontribusi pemikiran pada masyarakat di Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone dalam mewujudkan dan mengikuti aturan yang di 
berlakukan oleh pemerintah. 
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          BAB  II 
                TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak 
1. Pengertian Talak 
Menurut bahasa, talak berasal dari kata   )لسرلاا : قلاطلاا( yang bermaksud 
melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawianan.1 
Talak Menurut istilah Seperti yang dituliskan Al-Jaziri Talak adalah melepaskan 
ikatan (ديقلا لح) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-
kata yang telah ditentukan.2 
Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan 
perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.3 
            Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis 
simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah melepas adanya tali perkawinan 
antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau 
semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah di talak. 
          Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah 
ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat 
putusdan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-
undang No. 1 Tahun1791tentan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).1 
                                                             
1Wahbah zuhaili, Fikih dan Perundangan Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, (Selangor, 
2001), h. 997. 
2Abdurrahman Al-Jaziri, kitab Al- Fiqh As-sunnah, Jus II (Bairut: Dar Fkr, 1793), h. 202. 
3Sayyid sabiq, Fiqh As-sunnah, Jus II (Bairut: Dar Fkr, 1793), h. 202. 
1Amiur Nurudun, dan Azhari Akamal Tarigan, Hukum perdata Islam di Indonesia, h. 209. 
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Pada dasarnya, kehidupan rumah tanggah harus didasari oleh mawaddah, dan 
cintah kasih, yaitu suami isteri harus memerangkan peran masing-masing, yang 
satu dengan yang laingnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga 
diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan 
yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh 
kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.9 
Jika mata air cintah dan kasi sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan 
airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanyatidak lagi merasakan cinta 
kasih,lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan 
lainya serta sudah tidak menjalangkan tugas dan kewajiban masing-masing, 
sehingga yang tinggal hanya pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya 
berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah 
berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada 
saat itu, talak adalah kata yang paling tepat. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1791 
Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 
keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,namun 
dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang 
mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab  kematian, perceraian 
ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan Undang-Undang.2 
                                                             
9Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 209. 
2Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal 
Center Publishing, 2002), h. 11. 
31 
 
                                                                     31                                                                   
2. Dasar Hukum Talak 
Permasalahan perceraian atau talak dalam Hukum Islam dibolehkan dan 
diatur dalam dua sumber Hukum Islam. Yakni Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini dapat 
dilihat pada sumber-sumber  Hukum dasar Hukum pada berikut ini: 
a. Firman Allah SWT 
Allah berfirman Dalam Al-Baqarah/2 : 231 disebutkan bahwa: 
 
                      
                       
                       
                        
           
 
Terjemahnya: 
     pabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu 
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian 
kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka 
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu 
jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah 
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab 
dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu 
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta 
ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-
Baqarah/2 : 231)9 
                                                             
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahanya.h.92. 
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b. Hadis Rasulullah SAW, hadis tentang talak  
 ُهللا َّىلَص ِهللا ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع َُضغْبأ :َمَّلَسَو ِهَْيلَع
 ِهللا َىلإ َِللاَحْلا  ٍِمتاَح ُْوَبا ُهَح َّحَص َو ،ْهَجاَم ُنِْباَو ،َدُوَاد ُْوَبا ُهاَوَر( َُقلاَّطلا َىلَاَعت
 َُهلاَسِْرا( 
Terjemahnya: 
           Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang 
halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.” (HR. Abu Daud 
dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim 
mengunggulkan mursal-nya .9 
 
          Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar 
kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat 
diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. 
Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena manginginkan 
kehidupan yang menurut anggapanya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan 
mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya 
merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai 
berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itutentu 
dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat) 
  Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakalah 
bahterah kehidupan rumah tanggah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhanya. 
Islam menunjukan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha 
                                                             
9Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 9 (Jakarta: 
Pustaka Azzam, Cet; 1, 2002), h. 999. 
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perdamaian antara kedua belaha pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan 
yang paling suci dan kokoh. 
  Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 
1, yaitu: 
1. Wajib 
 Apabilah terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan,   
sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang trjadi antara sumi isteri 
jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya 
untuk mengakhiri perselisihan  
2. Sunat  
Talak disunakan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar 
larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama 
seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri 
berlaku terhormat).  
3. Makruh 
Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang 
halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada 
sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkanya juga 
karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam 
perkawinan7 
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan Kopilasi Hukum   
Islam. 
                                                             
7Abdul. Rahman Ghazaliy, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana 2002), h. 211. 
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            Talak (perceraia) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1791  
Tentang Perkawinan pada pasal 39 yang berbunyi, perkawinan dapat putus 
karena, kematian, perceraian, keputusanpengadilandandilanjutkanpadapasal 37 
yang berbunyi: 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan itu sendiri. 
d. Kompilasi Hukum Islam 
tidak hanya Undang-undang  Nomor. 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan, 
tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menjelaskan perceraian. 
Diantara pada pasal 113 yang menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: 
1. Kematian 
2. Perceraian  
3. Atas Putusan Pengadilan 
Dalam pasal 111 menyebutkan:  
putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 
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Faud Said mengemukakan Bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara 
talak, khulu.10 
B. Syarat dan Rukun Talak 
1. Syarat talak 
a. Ikatan Suami Istri 
 Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi 
ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan terjatunya 
talak ada emapat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang 
mabuk.11 
b. Baliqh  
Seorang yang menjatuhkan talak harusl mumayyiz, anak kecil    tidaklah 
dapat menjatuhkan talak. Baliqh merupakan istilah dalam Hukum Islam  yang 
menunjukan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baliqh diambil dari kata 
bahasa Arab yang secara bahasa memili arti, sampai, maksudnya, telah sampai 
usia seseorang pada tahap kedewasaan. 
c. Berakal Sehat  
    yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang 
menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat.oleh karena itu, orang gila 
tidak sah talaknya, baik kegilaanya terus menerus ataupun hanya sewaktu-waktu 
diakibatkan oleh penyakit.  
                                                             
10Fuad Zaid, Perceraian Menurut Hukum Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1771), h. 2 
11Taqiyyudin, Kifayatul Akhyar, h. 102. 
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Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan disebut sebagai alasan yangtidak 
dapat mensahkan talak, tetapi tidurpun termasuk kategori yang tidak bisa  
mensahkan talak. 
2. Rukun Talak 
Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga, yaitu: 
a. Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak. 
b. Istri, yaitu orang yang berada di bawa perlindungan suami dan ia adalah objek 
mendapatkan talak. 
c. Sighat, yaitu lafadz yang menunjukan adanya talak, baik itu diucapkan secara 
terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus 
disertai dengan adanya niat.12 
C. Macam Macam Talak 
a. Talak Raj’i 
 Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: 
Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk     
selama isteri dalam masa iddah. 
   Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian 
mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa 
iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakn rujuk. Tetapi jika dalam masa 
iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya. 
Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak 
ba’in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada 
                                                             
12  Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1772), 
h. 139. 
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mantan isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar 
pula.13 
Allah berfirman dalam al-Baqarah/ 2 :227 yang berbunyi: 
                         
                         
                         
                 
      
Terjemahnya: 
             Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah/2 : 227) 
b. Talak Ba’in 
 Talak ba’in adalah talak yang tidak memberi hak merujukbagi mantan suami 
terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri kedalam ikatan 
                                                             
13  Abdul Rahman Gazaly, Fikih Munakahat (Premena Jaya, 2002), h. 171 
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perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baruh, lengkap 
dengan rukun dan syarat-syaratnya.11 
Talak ba’in terdapat dua macam yaitu: 
1. Talak Ba’in Shugra 
Talak ba’in shugrah adalah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan mantan 
suami tehadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk 
kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah 
berakhirnya masah iddah. 
2. Talak Ba’in Kubra 
Talak ba’in kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami 
terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk 
berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu 
kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta 
telah bercerai secara wajar serta selesai menjalangkan masa iddahnya. Talak ba’in 
kubra terjadi pada talak yang ketiga. 
Allah berfirman dalam al-Baqarah/2 : 230 yang menyebutkan: 
                          
                         
              
  Terjemahnya: 
                                                             
31Abdul Rahman Gazaliy,FikihMunakahat (Premena Jaya, 2002), h. 179. 
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               kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami 
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka 
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk 
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 
kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2 : 230).19 
 
Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan 
defini talak ba’in kubra: talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga 
kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, 
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan  
orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya. 
c. Talak Sunni 
     Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan   kepada isteri, 
yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak 
dicampuri.12 
Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni 
yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi:  
Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap 
isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. 
d. Talak Bid’i 
Talak bid’i  adalah larangan menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam 
keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari 
beberapa macam: 
                                                             
 31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahanya(Semarang:PT Karya 
Toha Putra, 2003), h, 230. 
12Syaikh Hasan Ayyub,Fikih Keluarga (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 033 
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1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam 
keadaan haid atau nifas 
2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, 
namun iya telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut. 
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dalam satu 
kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefenisikan talak bid’i 
sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: talak bid’i adalah talak yang 
dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau 
isteri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut. 
            Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama 
Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq. 
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 
menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 29 huruf a menyebutkan sebagai berikut: 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 di atas memuat: nama, 
umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri. 
Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon 
kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk 
menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan 
oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final 
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akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi 
putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. 
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
MA/Kumdil/1793/IV/1770 tanggal 3 April 1770 menyatakan bahwa pada 
dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah 
pihak berperkara sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa 
tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam 
bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya 
hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah 
banding (Pasal 90 ayat 2 UU No.3 tahun 2002). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
90 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu : 
1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka 
Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 
2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri 
dapat mengajukan banding. 
3) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, 
Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
tersebut. 
           1 ) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khus dalam    
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar 
talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 
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9)  Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang 
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau 
wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau 
wakilnya. 
2 ) Jika suami dalam tenggang waktu 2 (enam) bulan sejak ditetapkan hari 
sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau 
tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara 
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan 
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 
Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang 
tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan 
sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal 
ini ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 yang 
menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam 
mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang 
tercantum dalam permohonan cerai thalaq yang oleh suami tidak dilaksanakannya 
sidang ikrar thalaq, alasan taklik thalaq, khuluk dan atau berdasarkan alasan-
alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.19 
 
 
                                                             
19Undang-Undang.No.3.Tahun.2002.Tentang.Peradilan.Agama.(Bandung,.Fokusindo 
Mandiri, 2012), h. 29. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
       1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah merupakan jenis penelitian file 
reserch atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil 
pengumpulan data dari informasi yang ditentukan. Penelitian ini pula tergolong 
penelitian deskriptif kuantitatif, di mana peneliti menggambarkan penjelasan 
terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.1 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lappariaja KabupatenBone.Yang 
melaksanakan cerai  di luar Pengadilan Agama. 
B.  Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normative yaitu mengkaji 
undang-undang dan beberapa sumber hukum lainnya khususnya yang berkaitan 
tentang  perceraian. 
C.  Sumber Data 
1. Data primer  
Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, melalui 
wawancara dan dokumentasi. 
2. Data sekunder 
                                                             
1Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif(Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3. 
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Data sekunder yaitu data kepustakaan berkaitan dengan judul yang peneliti angkat 
beserta buku-buku yang relevan dengan objek yang diamati termasuk didalamnya 
pelaksanaan cearai duluar Pengadilan Agama. Pada masyarakat di Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Wawancara (interview) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yaitu masyarakat yang 
melakukan Talak diluar Pengadilan Agamam yang dianggap berkaitan dengan 
kegiatan penelitian ini. 
2. Dokumentasi 
Dokumntesi adalah usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 
mengambil data–data dari catatan dan arsip-arsip yang sesuai dengan masalah 
yang diteliti. 
3. Studi kepustakaan 
Studi Kepustakaan yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan 
pencacatan terhadap dokumen-dukumen penting serta bahan bacaan lain yang 
mendukung objek penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 
 Kualitas sebuah hasil penelitian berangkat dari kualitas instrument 
penelitian dan kualitas pengumpulan data.2 
Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalaha lat-alat 
yang akan digunakan untuk membantu proses penelitian seperti pulpen, buku, 
flesdish, dan lain-lain. 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data 
sekunder,selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk 
penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara 
sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang lainya 
untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menjadikanya sebagai temuan bagi orang lain.3 
 
                                                             
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 222. 
3Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Rake Surasin, 1991), h. 
113. 
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                                                         BAB IV 
                                           HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone 
           Kabupaten Bone dahulu adalah suatu kerajaan besar di Sulawesi Selatan 
yaitu sejak adanya Manurunge Ri Matajang pada awal abad XIV atau pada tahun 
0331. Manurunge Ri Matajang adalah raja pertama di kerajaan Bone mulai 0331-
0331, selanjutnya digantikan secara turun tewmurun hinggaberakhir kepada H. 
Andi Mappanyukki sebagai raja ke 330. 
Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bone adalah salah satu daerah 
otonom  di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesi yang sekarang dipimpin oleh Dr. 
H. A. Fashar M. Fajalangi, M.Si dan bersama dengan wakilnya Dr. H. Ambo 
Dalle, M. M. Ibu kota Kabuapaten Bone terletak di Kota Watampone. 
Berdasarkan data Kabupaten Bone dalam angka tahun 3101 yang diterbitkan oleh 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.  
 Kabupate Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir Timur 
Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di 
kawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 32 Kecamatan ,333 
desa dan 33 kelurahan. 
Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom yang berada di pesisir timur 
Provensi Sulawesi Selatanyang ibu kotanya terletak di kota Watampone, 
                                                             
0Mustafa, Sejarah Kerajaan Bone (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 3113), h. 0. 
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Kabupaten Bone salah satu Kabupaten yang teergolong besar dan luas di Sulawesi 
Selatan dengan luas wilayah 5.113 km yang terdiri dari 32 Kecamatan. 
Kabupaten Bone secara langsun berbatasan dengan beberapa kabupaten di 
Provensi Sulawesi Selatan, yaitu. 
a). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo 
b). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 
c). Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros 
d). Sebelah timur berbatasandengan Teluk Bone 
                                                         Tabel. 0 
                                                         Jumlah 
Desa, Kelurahan, dan Dusun 
Kabupaten Bone 
 
 
No 
Nama 
Kecamatan 
Jumlah 
Desa 
Jumlah     
Kelurahan 
Jumlah Dusun/ 
Lingkungan 
0 AJANGALE 03 3 15 
3 AMALI 01  54 
3 AWANGPONE 02 0 34 
5 BAREBBO 04  13 
1 BENGO 3  34 
3 BONTOCANI 01 0 50 
2 CENRANA 01 0 52 
4 CINA 00 0 52 
3 DUA BOCCOE 30 0 33 
01 KAHU 03 0 32 
00 KAJUARA 02 0 14 
03 LIBURENG 03 0 41 
03 LAMURU 00 0 33 
05 LAPPARIAJA 3  35 
01 MARE 02 0 11 
03 PALAKKA 01  51 
02 PATIMPENG 01  33 
04 PONRE 3  11 
03 SALOMEKKO 2 0 34 
31 SIBULUE 03 0 33 
30 T. RIATTANG  4 33 
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33 T. RIATTANG 
TIMUR 
 4 35 
33 T. RIATTANG 
BARAT 
 4 31 
35 TELLU 
LIMPOE 
00  34 
31 TELLU 
SIATTINGE 
01 3 25 
33 TONRA 00  34 
32 ULAWENG 05 0 53 
 JUMLAH 330 50 0.333 
Sumber : APDESI Kabupaten Bone Tahun 3103   
 
            Dari sekian banyaknya jumlah di Kecamtan Lappariaja Kabupaten Bone. 
Adapun yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Lappaiaja. 
1. Gambaran Umum Kecamatan Lappariaja 
a. Luas dan Batas Kecamatan Lappariaja, yaitu. 
            di Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu dari 32 kecamatan di   
Kabupaten Bone dan secara administerasi berbatasan langsun dengan Kabupaten 
Maros yang memiliki luas sebesar 034.11 km dan batas-bata administrasi dengan 
wilayah lain sebagai berikut: 
    a). Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan bengo 
    b). Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Libureng 
    c). Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tellulimpoe 
    d). Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ponre 
     Secara geografis, KecamatanLappariaja merupakan wilayah dataran rendah. 
Jumlah penduduk Kecamatan Lappariaja berdasarkan hasil pendataan penduduk 
akhir tahun 3103 mencapai 33.533 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki  001033      
jiwa dan penduduk perempuan 03.332 yang tersebar pada 3 desa. Kecematan 
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Lappariaja terdiri dari Sembilan desa yaitu Desa Patangkai sebagaii bukota 
kecamatan, Desa Mattampawalie, Desa Lili Riattang, Desa Waekecce,e, Desa 
Sengem Palie, Desa Tonrongge, Desa Tenri Pakkua, Desa Pattuku Limpoe, Desa 
Ujung Lamuru. Adapun luas wilaya secara keseluruhan darimasing-masing desa 
dapat dilihat pada tabel. 
 
 
 
Tabel. 0 
                                                         Jumlah 
Desa, Luas Wilayah, dan JumlahPenduduk 
KecamatanLappariaja 
 
 
NO
. 
Nama 
           Desa 
Luas 
Wilayah 
            Jumlah 
         Penduduk 
0        Patangkai              03131 51311  
3      Mattampawalie              01141 5.301 
3       Lili Riattang              33111 51303 
5       Waekecce,e              03111 31540 
1       SengemPalie              03111 31333 
3       Tonrongge              05131 31333 
2       TenriPakkua              03145 51330 
4      PattukuLimpoe              05103 31313 
3       Ujung Lamuru              03131 31540 
 Jumlah 
 
            034.11             33.533 
Sumber :KecamatanLappariajatahun 3103 . 
b. Struktur Organisasi Pemerintahan 
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 Pemerintah Kecamatan Lappariaja dipimpin oleh seorang 
Camat yang bernama Drs. A. Abd. Hafid. M, M.SI.  
         secara lebih lanjut, organisasi Kecamatan Lappariaja serta strukturnya 
dapat di jelaskan sebagai berikut: 
Camat:                                                                           Drs.A.Abd.Hafid.M, M.SI. 
Sekertaris:                                                                 A.Nur Azhary,S. Sos, M.SI 
Sub. Bagian Umum dan Kepagawaian:                         A.Syarifuddin.S, S.Pd 
Sub. Bagian Program dan Keuangan:                            Hj.A.Juliati, S. Sos. 
Seksi Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat:          A.Samsir, S, Sos.         
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:                   Abd.Kahar,S.Sos. 
Seksi Pemerintahan dan Kependudukan:                      Drs. H. Sukma. 
Seksi PelayananUmum:                                                  A.Syamsiar.M, S.Sos. 
Seksi Pembangunan, Masyarakat dan Desa:                H.Asriadi.S, S.Pd. 
 Sedangkan stuktur organisasi pemerintahan Kecamatan Lappariaja3 
                         Struktur  Organisasi 
Pemerintahan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
                                                             
3Format laporan profil Kecamatan, Sumber Data Arsip Data Kantor CamatTahun 3102, 
(Bone:KecamatanLappariaja, 3102). 
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                                                              Tabel. 3 
                     Nama Kepala Desa di Kecamatan Lappariaja tahun 3102.3 
 
 
No                KepalaDesa           Desa 
0 Muktar     Waekecce,e 
3 Muhammad Saleh P, Sp, M.Si,      TenriPkkua 
3 Harifuddin, S,Pd.     Ujung Lamuru 
5 Firdaus     Liliriattang 
1 Hj. SittiJumrah, S.Pdi.     Tonronge 
3 Mardatillah     SengengPalie 
2 Rustan, SE.     MattampaWalie 
4 Syamsul Jaya     Patangkai 
3 MansyurMochtar, S.Sos.     PattukuLimpoe 
 
                                                             
3Sumber Data dan Arsip : Data Kantor Kecamattahu 3102 (Bone: Kecamatan 
Lappariaja, 3102), h.3. 
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c. Kondisi Sosial, Keagamaan dan Ekonomi 
Keadaan sosial Penduduk Kecamatan Lappariaja sekaran ini sangat 
memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya, dimana hal ini terlihat dari 
banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaiakan pendidikan sampai 
taraf SMA dan kemudian melanjutkan keperguruan tinggi (D3 dan S0). 
Kecamatan Lappariaja juga terdapat fasilitas umum seperti tempat 
peribadatan, sekolah. Adapun sarana-sarana yang ada di Kecamatan Lappariaja 
dapat dilihat pada tabel dibawa. 
                                                                Tabel 3. 
                       Sarana-Sarana di Kecamatan Lappariaja tahun 3102. 
No               Jenissarana         Jumlah 
0                 Mesjid              33 
3                 Musholla              04 
3               SekolahDasar              02 
5                     Mis               1 
1                    SMP               5 
3                    MTS               5 
2                     MA               3 
Sumber Data dan Arsip: Data Kantor Kecamata ntahun 31025 
          Keadaan Budaya Masyarakat Kecamatan Lappariaja sebagain masyarakat 
ber-etnis Bugis mempunyai corak Budaya seperti masyarakat bugis pada 
umumya. Budaya masyarakat Kecamatan Lappariaja sebagian besar di pengarui 
ajaran Islam, budaya tersebut di pertahankan oleh masyarakat Kecamatan 
Lappariaja sejak dahulu sampai sekarangan adapun budaya tersebuta Adalah:  
                                                             
5Sumber Data dan Arsip: Data Kantor Kecamatan tahu  3102. 
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0) Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membaca kitab, 
biasanya dilakukan pada malam jum’at di setiap kegiatan yang di lakukan 
di rumah warga, di mesjid dan mushollah. 
3) Yasinan, yakni dilaksanakan masyarakat jika ada warga yang meminta 
dilakukan yasinan di rumah mereka 
3) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan yang di laksanakan pada saat 
masyarakat Lappariaja mempunyai Hajat, kematian1 
            Keadaan Keagamaan Bag iorang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan 
dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, 
infak dan sedekah, baik diselenggarakan di mesjid, mushola, maupun dirumah 
penduduk.  
           Keadaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Lappariaja sebagaian besar 
mata pencarianya adalah sebagai petani, baik musim penghujan, maupun musim 
kemarau, sedangkan yang lainya sebagai pedagan dan buruh bangunan. 
Adapun sumber lain mata pencarian masyarakat Lappariaja seperti, sopir mobil, 
guru, tukan kayu, wiraswasta, penjahit, pejabat pemerintahan dan sebagainya. 
Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut diadakan langka-langka sebagai 
beriku 
a) Mengaktifkan kelompok-kelompok pertanian agar para petani lebih maju 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
b) Meningkatkan perbaikan dan pembangunan untuk para pengusaha, seperti 
pasar-pasar yang berada di Kecamatan Lappariaja. 
                                                             
1Murni,Masyarakat Kecamatan Lappariaja: Wawancara, Lappariaja, 04 Oktober 3102. 
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c) Meningkatkan produksi pangan dengan meningatkan penyuluhan-
penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam 
padi, cabe, jagun, agar tanaman yang di hasilkan lebih banyak dan 
subur dibandingkan tanaman sebelumnya. 
           Kondisi ekonomi di Kecamatan Lappariaja bisa dikatakan tergolon 
meningka, dan mayoritas petani di Kecamatan Lappariaja, mulai ingin 
berkembang dengan lahan yang dimiliki, dimana dulu mayoritas petani hanya 
menanam padi, sekaran ini kebanyakan petani mulai berpikirin maju, dengan 
mencoba sesuatu yang baru, seperti menanam cabe, jagung, buah naga, dan 
sekaran ini bisa dikatan bahwa golongan ekenomi mereka adalah golongan 
menengah.3 
B. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Lappariaja    
Melakukan Talak di Luar Pengadilan Agama 
              Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang di lakukan oleh 
masyarakat Lappariaja, tidak terlepas dari adat istiadat yang suda lama dianut 
masyarakat lappariaja, dan ada beberapa paktor yang menyebabkan masyarakat 
lappariaja melakukan talak di luara Pengadilan Agama. 
0. Adat  
Pada umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum islam 
adalah hukum yang menjadi kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
Bagi mereka kepercayaan agama lebih penting dibandingkan hukum-hukum 
                                                             
3Murni,Masyarakat Kecamatan Lappariaja: Wawancara, Lappariaja, 04 Oktober 3102. 
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yang lain, sehingga masyarakat percaya bahwa hanya degan mengucapkan kata 
talak putus hubungan suami isteri. 
3.  Kurangnya informasi  
Masyarakat di Kecamatan Lappariaja melakukan talak di luar Pengadilan 
Agama karena kurangnya pengetahuan atau informasi yang diberikan pemerintah 
tehadap masyarakat tentang pentingnya melakukan talak di dalam Pengadilan 
Agama 
3. Mudah dan biaya yang ringan 
           Biasanya proses peceraian di dalam Pengadilan Agama berlarut larut 
karena harus menjalani beberapa persidangan, Berbeda dengan perceraian yang 
dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika 
pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan 
perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut 
dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya pasangan yang ingin 
melakukan perceraian. 
5. Lokasi Pengadilan Agama 
Kebanyakan masyarakat Lappariaja melakukan talak di luar Pengadilan 
Agama karena lokasi Pengadilan Agama jau dari kampung mereka, sehingga 
mempersulit untuk datang di Pengadilan Agama.2 
Menurut Munansar salah seorang tokoh Agama sekaligus merangkap sebagai 
penghulu di Kecamatan Lappariaja, bahwa perceraian yang dilakukan oleh 
masyarakat Lappariaja hanya dilakukan di rumah dengan cara seorang laki-laki 
mengatakan kepada istrinya aku pulangkan engkau kepada orang tuamu, aku 
ceraikan engkau atau kamu boleh menikah dengan laki-laki lain dan begitupun 
                                                             
               2Hasil wawancara dengan Mas’ud, Rt di Desa Waekecc,e, tanggal 04 Oktober 3102. 
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sebaliknya aku boleh menikah dengan perempuan lain dan pada saat itu jatulah 
talak atau cerai. Oleh karena itu masyarakat Lappariaja berani menikah lagi 
meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara.4 
 
Menurut Aziz salah seorang masyarakat di desa Waekecce,e Kecamatan 
Lappariaja sebagian masyarakat Waekecce,e melakukan talak diluar pengadilan 
agama disebabkan, karena salah seorang dari pihak isteri melakukan 
perselingkuhan dan mayoritas yang melakukan talak adalah seorang perantau atau 
dikenal dengan TKI (tenaga kerja indonesia).3 
  
Baharuddin adalah Sataff Desa Lili Riattang Mengatakan bahwa talak yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Lili Riattang  adalah telle ada-ada yaitu hanya 
mengucapkan lisan tampa ada saksi, saya talak kamu, kamu boleh pulang dirumah 
orang tuamu dan bisa menika dengan laki-laki lain dan saya juga boleh menikah 
dengan perempuan lain.01 
 
1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Hukum  
Sebagian masyarakat Lappariaja Melakukan talak di luar Pengadilan 
Agama karena kurangnya pengetahuan tentan hukum yang di berlakukan oleh 
pemerintah dan sebagian yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama di 
sebabkan karena terlalu ribet prosesnya  dan sebagian  hanya mengacu pada adat 
yang sudah lama dianut oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja  Kabupaten Bone. 
3. Faktor Pisikologi    
 Masyarakat yang melakukan talak di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan 
Lappariaja adalah orang-orang perantau dan biasanya mereka suda tidak mau lagi 
mengurus akta perceraianya, disebabkan karena, malu tentan kasus perceraianya 
                                                             
                4Hasil wawancara dengan Munansar, tokoh Agama sekaligus penghulu di Kecamatan 
Lappariaja, tanggal 31 Oktober 3102. 
                3Hasil wawancara dengan aziz, masyarakat, di Desa Waekecce,e, tanggal 31 Oktober 
3102. 
01Hasil wawancara dengan Baharuddin, staf  Desa Lili Riattang, tanggal 31  Oktober 
3102. 
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biasanya langsun pergi merantau dan ujung-ujungnya akta perceraianya tidak di 
urus lagi. 
               Sebagian laki-laki yang mentalak isterinya di luar Pengadilan Agama 
disebabkan karena 
0. Perselinguhan  
Kebanyakan paktor yang menjadi penyebab talak adalah paktor 
perselingkuhan yang di lakukan oleh seoarang perempuan disebabkan karena sang 
suami adalah seorang perantau dan jarang pulang sehingga terjadi perselingkuhan, 
isteri masi memiliki rasa sayang dengan mantan pacarnya yang tidak bisa 
dilupakan, adanya rasa kebosanan terhadap sang suami karena tidak mampu 
dinapkahi secara batin, adanya perbedaan pekerjaan. 
3. Ketidak cocokan  
Banyak juga laki-laki Talak isterinya karena tidak adanya kecocokan 
antara   keluarga dari pihak laki-laki maupun dari keluarga perempuan, dan ujung-
ujungnya mereka pisah ranjang, pihak perempuan pulang ke rumah orang tuanya 
dan begitupun sebaliknya pihak laki-laki. 
3. Akibat perjodohan orang tua kepada anaknya 
      Adajuga  yang bercerai di Luar Pengadilan Agama karena orang-orang 
yang dijodohkan dari orang tuanya sehingga tidak adanya rasa cinta  atau 
kenyamanan yang tumbuh semenjak pernikahan, ada juga yang saling cinta tapi 
kedua orang tuanya beda paham sehingga ujung-ujungnya bercerai karena orang 
tua. 
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Berikut ini data yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama pada tahun 
3103 sampai 3102. 
No     Nama    Umur     Alamat       Status Cerai 
3     Ridwan       31  Waekecce,e   Talak diluar Pengadilan 
3     Iwang       31  Patangkai   Talak diluar Pengadilan 
5     Asdar       31  Patangkai   Talak diluar Pengadilan 
1     Wekke       11  Liliriattang   Talak diluar Pengadilan 
 
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada               
Masyarakat  Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
       Tinjauan Hukum Islam yang digunakan sebagai peninjau peraktek talak di 
masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone meliputi tinjauan Al-Qur’an 
maupun Hadis serta tinjauan pendapat para ulama terkait dengan peraktek talak 
yang dilakukan oleh masyarakat Lappariaja Kabupaten Bone. 
       Talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang 
diperbolehkan oleh Allah. Meskipun diperbolehkan, disisi lain Allah sangat 
membenci perbuatan talak, dapat dilihat dalam hadis berikut ini: 
: لق ملسو هيلع هللا لص يبناا نع : رمع نبا نع ا هللا ىلا للاحلا ضفباقلاطل  
 
Terjemahnya:  
Dari Ibnu Umar. Dari Nabi Bersabda: perkara halal yang palin dibenci     
Allah Azza Wajalla ialah Talak.00 
                                                             
 00 Muhammd  Muhyiddin  Abdul Hamid,  Sunan Abi Dawud, (Bandung: Maktabah 
Dahlan), h 311. 
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Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam 
tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya 
landasan dari ketentuan hukum Islam.  
Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak 
untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat (an-Nisa: ayat/5 : 31) 
dan surat (at-Talaq/31 : 3) berikut ini. 
                             
                           
Terjemahnya:  
 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
(Q.S An Nisa/ 5 : 31)03 
          
                         
                         
                            
Terjemahnya:  
 
                                                             
 33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahanya, (Semarang: PT 
Karya Toha Putra), h. 033. 
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran 
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 
baginya jalan keluar. (at-Talaq/31 : 3) 
 
          Penjelasan mengenai hakam dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh 
suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua 
pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah  
    dari keluarga dan hanya  bertugas bertugas mendamaikan dan tidak 
memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat imam Abu 
Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi’i, 
yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian  “hakam” yang berarti wakil. 
Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada 
pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam 
tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri. 
b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim 
 sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari 
luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan 
oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid 
pengikut Imam Syafi’i yang menyandakan tugas hakam pada makna “hakam” 
sebagai hakim.  
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Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan 
sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang 
berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan 
memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat 
kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, 
karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan 
suami-isteri, urusan mereka diselesaikan, pemerintah atau oleh hakim yang tela 
diberi wewenang untuk mengadili perkara yang telah disampaikan.03 
            Sekilas, praktek cerai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
Lappariaja tidak melibatkan hakam yang sesuai dengan prosedur dalam firman di 
atas. Selain permasalahan tersebut, jumlah hakam juga tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam firman di atas, di mana jika masing-masing pihak dari suami 
isteri menunjuk salah satu wakil dari keluarganya sebagai hakam, maka minimal 
jumlah hakam adalah dua orang, sedangkan dalam prakteknya jumlah hakam 
dalam proses perceraian suami-isteri di Kecamatan Lappariaja tidak ada.  
              Menurut penulis, praktek perceraian yang dilaksanakan di masyarakat  
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone cenderung tidak sama dengan pendapat 
pertama dari para ulama mazhab, yakni menyandarkan tugas hakam pada 
pemaknaan hakam sebagai wakil.   
             Terkait dengan jumlah hakam, jika dikaji dalam lingkup pendapat kedua 
dari pendapat para ulama mazhab di atas, keberadaan jumlah hakam yang hanya 
satu orang tidak menjadi masalah. Hal ini seperti dijelaskan di atas yang 
                                                             
03 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: PT Karya Unipress, 0325), h. 043 
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menyebutkan bahwasanya hakam dapat berasal dari keluarga suami-isteri maupun 
dari pihak lain yang disepakati oleh suami-isteri tersebut. Sedangkan mengenai 
kebolehan penerapan mazhab tersebut dalam proses perceraian di masyarakat 
Lappariaja dapat disandarkan pada legalitas ijtihad dalam hukum Islam.  
            Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan perceraian, dalam sumber dasar 
perceraian Q.S. An-Nisa ayat/ : 31 tidak disebutkan secara detail.  
Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa permasalahan 
tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari perceraian 
tersebut. Apabila disandarkan pada dalil dasar tersebut, maka proses perceraian 
yang dilaksanakan di masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tidak 
memiliki kesesuaian dengan substansi dalil tersebut.  
Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan 
oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah adanya 
pengadilan yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan 
permasalahan yang berkaitan dengan proses perceraian suami-isteri. 
           Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan 
berdasarkan tata urut keabsahan sumber Hukum Islam. Dalam Hukum Islam 
sendiri, tata urut keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur’an dan 
Hadis, Penjelasan mengenai tata urut sumber hukum ini adalah apabila suatu 
hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak 
diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur’an, maka 
diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan 
hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas 
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maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan 
membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam 
bentuk ijma’ maupun qiyas05 
             Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqih Islam 
sebagaimana dijelaskan di atas  adalah adanya status legal yang melekat pada 
perbuatan maupun hasil perbuatan. 
        0. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan 
Agama dan implikasinya di masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktek perceraian yang dilakukan 
oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone terdapat perbedaan 
dengan ketentuan dalam KHI. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Masalah proses perdamaian  
Dalam proses perceraian Proses perdamaian merupakan suatu anjuran 
yang sangat penting dalam menangani  masalah atau perkara suami-isteri yang 
akan bercerai, jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat 
Kecamatan Lappariaja, sekilas tidak ada kesesuaian dengan ketentuan upaya 
pendamaian yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak adanya 
kesesuan tersebut karena tidak adanya upaya perdamaian.  
                                                             
              05M.Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya 
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 3115), h. 
013-001. 
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Mengenai ketentuan pendamaian kedua belah pihak (suami-isteri) diatur 
dalam 
      Pasal 053 sebagai berikut: 
                 (0) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha 
                       mendamaikan kedua belah pihak 
                 (3) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan 
                       dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.  
            Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses perceraian 
tidak langsung diputuskan dalam waktu yang singkat, hal ini ditujukan untuk 
memberikan peluang damai bagi kedua belah pihak.  
 Hal inilah yang kurang dipenuhi pada proses perceraian di masyarakat 
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone karena proses perceraian hanya 
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang langsung diputuskan cerai, dari 
proses “perceraian kilat” tersebut otomatis tidak ada waktu yang panjang untuk 
mendamaikan kedua belah pihak. 
            Selain karena kurangnya waktu untuk mendamaikan kedua belah pihak, 
perceraian yang diproses dalam waktu singkat juga berpeluang kurangnya 
eksplorasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Padahal 
eksplorasi terhadap akar masalah yang terjadi pada kedua belah pihak sangat 
diperlukan sebagai bahan pertimbangan.  
Hal inilah yang menurut penulis menjadi penyebab tidak adanya upaya 
pendamaian yang maksimal pada praktek perceraian yang dilakukan oleh 
masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
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b. Tempat Pelaksanaan Perceraian 
             Praktek perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
dilaksanakan di luar Pengadilan Agama.  
      Hal ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 001 
sebagai berikut:  
            Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah     
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak.01 
Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada 
tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan 
Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata hanya yang menjelaskan bahwasanya 
tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara 
perceraian, dengan demikian dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan 
Talak  yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 001 KHI di 
atas. 
              Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktek 
perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 001 yakni bahwa 
perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di 
depan Pengadilan Agama sedangkan percaraian yang dilakukan di Kecamatan 
                                                             
01Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 0325 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, h. 3. 
                                                                                                                                                           
33 
 
                                                                                 
Lappariaja dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, ketidak sesuaian tersebut 
dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum 
yang melanggar ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja 
Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak 
sah menurut perundang-undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI. 
            Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian 
ilegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca 
perceraian secara ilegal menurut KHI.  
Status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak 
langsung telah melangsungkan model perkawinan poliandri (satu isteri dengan 
suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah 
dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI.  
Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam 
ajaran Islam.03 
            Tami adalah masyarakat Kecamatan Lappariaja dia mengatakan bahwa 
orang yang melakukan talak adalah orang perantau, yang kerja di malaysia, saat 
sang isteri suda ditalak mantang suami langsung kembali lagi ke malaysia, suami  
mentalak iterinya disebabkan karena suda beda paham antara suami dan isteri, 
lama kelamaan pisa ranjang, kedua orang tua juga suda tidak sepahan dana ujung-
ujungnya langsun cerai tampa adanya proses persidangan.02 
         
                                                             
03 Undang-Undang Perkawinan Nomor 0 Tahun 0325, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 
3112, hlm. 11-12. 
02 Wawancara dengan Tami, Masyarakat, di Desa Patangkai, tanggal 33 Oktober 3102. 
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 Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses   
perceraian yang ilegal menurut KHI memiliki status tidak sah dalam konteks KHI. 
Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian 
ilegal tersebut, status anak hasil perkawinan yang baru juga akan terkena 
dampaknya, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI.  
Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 33 yang menyatakan bahwa anak 
yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. 
Sehingga karena perkawinan baru pasca perceraian yang ilegal adalah tidak sah 
menurut KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah 
menurut KHI. 
Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai 
penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja.  
Ayat tersebut tidak lain adalah an-Nisa/4 : 95: 
َاي اَهَُّيأ  َنيِذَّلا اُونََمآ اُوعيَِطأ  َهَّللا اُوعيَِطأَو  َلوُس َّرلا يِلُوأَو  ِر أَم ألْا  أِنإ َ أمُكأنِم  أُمت أعَزَاَنت 
ِيف   ء أيَش  ُهوُّدَُرف َىلِإ  ِهَّللا  ِلوُس َّرلاَو  أِنإ  أُمتأُنآ  َنُونِم أُؤت  ِهَّللِاب  ِم أَويألاَو  ِرَِخ ألْا  َكَِلذ   رأيَخ 
 ُنَس أَحأَو  ًلايِوأ َأت   
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.  
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Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan  
hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni: 
1. Ketaatan kepada Allah 
2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah 
3. Ketaatan kepada ulil amri (pemerintahan) 
Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati ulil amri 
sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu 
pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah 
satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan 
produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.  
Implikasi dari firman tersebut pada kasus yang menjadi obyek masalah 
pada judul skripsi ini adalah pelaksanaan dasar hukum talak yang menjadi dasar 
perceraian di Indonesia di kalangan umat Islam. Jika menelaah proses 
terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia 
(MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasili jtihad. Ijtihad 
sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah 
al-Qur’an dan al-Hadis.04  
Jadi secara tidak langsung firman di atas juga memiliki indikasi tentang 
tata urut sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam, pada praktek 
cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
                                                             
04 M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya 
Kedudukan  Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 3115), 
h.001. 
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Lappariaja dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama yang 
digunakan oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja adalah dasar perceraian yang 
dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang 
memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam.  
Menurut penulis, dasar hukum al-Qur’an memang menjadi dasar dari 
segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk 
dalam hal proses perceraian.  
Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di 
Indonesia dan didasarkan pada firman Q.S. an-Nisa ayat 95 di atas, maka menurut 
penulis, hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam 
pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam 
Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat manusia. 
Dengan demikian, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di 
Kecamatan Lappriaja dalam konteks Hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash al-
Qur’an yang lainnya.  
Selain karena adanya pertentangan dengan nash al-Qur’an yang lain, 
kekurang sesuaian praktek perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja 
Kabupaten Bone dengan hukum Islam karena lebih cenderung menimbulkan 
mudharat daripada menghasilkan manfaat. Menurut penulis, unsur mudharat yang 
terkandung dalam praktek perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja 
Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: 
1. Tidak jelasnya status suami-isteri  
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        Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh 
masyarakat Kecamatan Lappariaja berdampak pada tidak adanya status yang 
jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat 
cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan 
menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan 
hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak 
kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing 
pasangan, contonya saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai 
tersebut terlibat dalam hutang yang “resmi” yang mana pada saat hutang 
tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. 
Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum 
perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang 
piutang tersebut. 
  Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu    
pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang 
tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum 
bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan 
timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang 
kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. 
Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar 
Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak 
yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang. 
2. Mempersulit administrasi kependudukan negara 
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 Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata 
dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian 
tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut 
tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal 
di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan 
kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat 
kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang 
berbunyi: 
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil. 
 
Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat    
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 11 dalam UU yang sama sebagai berikut:  
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi  
kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 
status kewarganegaraan. 
            Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya 
pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.03 
3.  Perlindungan anak pasca perceraian 
 
                                                             
03 Undang-undang No. 33 Tahun 3113 tentang Administrasi Kependudukan 
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           Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan   
tentang  perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu:  
          ayat (1)  
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana           
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi 
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 
c. Penelantaran 
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan 
f. Perlakuan salah lainnya 
Ayat (2) 
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman. Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada     
pasal 22 yaitu: 
          1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
              a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
              b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
                  bakat, dan minatnya;  
       c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
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         3. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,  atau              
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 
            (0) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.31 
Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktek 
perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten 
Bone lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang 
berakibat pada kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika 
masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone lebih menggunakan dasar 
legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan 
praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah 
hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan 
mudharat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang 
muharat sebagaimana kaidah hukum Islam yang 
berbunyi: 
  ررضلا لازي  
                                                                                                                                   
”Mudharat itu harus dihilangkan” 
         Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi 
masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dalam praktek perceraian 
                                                             
34Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam agar 
menghilangkan mudharat bagi pemerintah. 
E. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Talak di luar Pengadian  Agama Pada  
Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 
 Fenomena talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone telah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan 
dikalangan tokoh masyarakat di Kecamatan Lappariaja, walaupun hanya sebagian 
tokoh masyarakat yang mengemukakan pendapatnya masalah talak di Kecamatan 
Lappariaja. Berikut ini akan penulis paparkan beberapa pandangan dan pendapat 
para tokoh masyarakat di Kecamatan Lappariaja. 
0. Muhtar  
Muhtar menganggap bahwasanya praktek perceraian yang dilakukan oleh 
masyarakat di Kecamatan Lappariaja, masi ada masyarakat yang tidak peduli 
terkait peraktek talak di luar pengadilan, karena orang yang melakukan talak 
diluar pengadilan dia hanya menganggap itu hal biasa, karena kurangnya 
perhatian dari pemerintah, apalagi oarang yang melakukan talak diluar 
pengadilan Agama adalah orang-orang perantau. Namun jika dipraktekkan 
pada masa sekarang, khususnya di Indonesia dan setelah adanya undang-
undang yang mengatur tentang perkawinan (KHI dan UU Perkawinan), maka 
praktek tersebut sebaiknya dihentikan. Menurut Muhtar, penghentian praktek 
tersebut tidak lain karena dapat berakibat hukum dan demi ketertiban 
administrasi kenegaraan. Akibat hukum yang dimaksud adalah tidak adanya 
status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya 
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hak-hak warga negara yang berkaitan dengan dampak perkawinan dalam 
lingkup hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi, 
praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan 
sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari 
pasangan suami-isteri dalam administrasi kenegaraan.30 
3. Dedi  
  Menurut beliau, praktek tersebut de maga- aga  nasaba megamua tau jamai 
talak seliweng Pengadilan, megamua tau lakukangi talak ku seliweng 
pengadilan, demua gaga tau makedei, yang penting dua-duana degaga 
keberatan33  
3.  Kadi  
Demua maga-aga taue jamai talak ku seliweng Pengadilan Agama, metta 
mettoni napigau taue kunyye, nasaba mattanre siririna taue kunye ko elosi 
naurusu tellena ku Pengadilange, biasanna taue ko poleni massarang lokka  
maneni mebela, sappa jammang, ekanna lokka ku malaysia, kalimantan, jadi 
dena najamppangi sure-sure ceraina, konrodopesi matu sappa bene, ko olisi 
mallakkai.33 
5.  A. Amin 
Sebenarnya praktek itu pada satu sisi memberikan kerugian kepada pemerintah 
desa karena menghambat tata administrasi, khususnya berkaitan dengan 
                                                             
30Wawancara dengan Muhtar, tokoh masyarak, Kecamatan lappariaja, tanggal 33 Oktober 
3102. 
33Wawancara dengan A. Dedi tokoh masyarakat Kecamatan Lappariaja, tanggal  33 
Oktober 3102 
31Wawancara dengan Kadi tokoh masyarakat Kecamatan Lappariaja, Tanggal 33  
Oktober 3433             
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pergerakan keluarga (kartu Keluarga/KK). Namun praktek tersebut juga akan 
menimbulkan masalah jika langsung mendapatkan larangan. Hal ini karena 
adanya keyakinan masyarakat mengenai legalitas hukum agama yang lebih 
tinggi dari hukum negara serta adanya realitas mahal dan lamanya proses 
perceraian di Pengadilan Agama. 
Oleh sebab itu, sebenarnya perlu adanya kerjasama antar beberapa pihak untuk 
menangani permasalahan ini. Baik dari pemerintah, melalui lembaga 
Pengadilan Agama, pihak tokoh agama masyarakat, hingga menumbuhkan 
kesadaran masyarakat akan tata hukum negara dan agama. Jadi intinya, 
masyarakat tidak dapat dipersalahkan secara sepihak melainkan perlu adanya 
pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan ini dengan melibatkan 
berbagai elemen yang berkompetensi untuk melahirkan kebijakan yang baru.35 
 
                                                             
35Wawancara dengan  A. Amin, tokoh  masyarakat,  Kecamatan lappariaja, tanggal 33 
Oktober 3102. 
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                                                                BAB V 
           PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
      1. Alasan yang menjadi faktor melakukan cerai di luar Pengadilan Agama di      
Kecamatan Lappariaja adalah: 
      a. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kecamatan 
Lappariaja, tentang keharusan melakukan perceraian di depan sidang 
Pengadilan Agama. 
      b. Faktor adat dan kepercayaan yang suda lama  dilakukan oleh masyarakat 
Kecematan Lappariaja. 
      c. Dikarenaken jauh Pengadilan Agama dari kampung mereka sehingga   
mempersulit mereka untuk datang di Pengadilan Agama. 
     d. Lamanya proses perceraian dan adanya biaya yang harus di bayar, saat  ingin 
melakukan perceraian di Pengadilan Agama. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada     
Masyarakat di Kecamatan Lappariaja. 
dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai 
dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup 
hukum Islam (Q.S An Nisa: 53), dan (At-Talaq: 2) status perceraian yang 
dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar 
16 
 
 
 
Pengadilan Agama, ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tidak 
dianggap sah.  
Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), 
perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang 
dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai 
dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 113 dan 
Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan 
yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil 
dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut 
KHI. 
5. Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada       
Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone  
     pendapat tokoh masyarakat bahwa talak sah di lakukan di luar Pengadilan 
Agama, karena hukum Islam mengutamakan kemaslahatan bersama, karena 
hukum islam bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman. Sesorang bisa saja 
meninggalkan kewajiban dan pergi jahu dari daerahnya sehingga pasanganya 
tidak bisa menuntut karena tidak adanya akta perceraian kebanyakan yang 
dirugikan disini adalah wanita. Sedangkan pendapat lain mengatakan sahnya 
talak harus di dalam  Pengadilan Agama, suapaya mendapatkan akta perceraian 
sebaiknya perceraian  dilakukan di Pengadilan Agama. 
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B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurang pahaman masyarakat terhadap 
hukum Indonesia pada masyarakat Kecamatan Lappariaja sehingga terjadi praktek 
perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan 
menjadikan KHI sebagai dasar hukum praktek perceraian di masyarakat Kecamatan 
Lappariaja Kabupaten Bone. Hal ini untuk menghindarkan keburukan yang 
diakibatkan dari adanya pertentangan nash dalam praktek perceraian masyarakat 
Kecamatan Lappariaja  Kabupaten Bone dan ke mudaratan terkait dengan pendataan 
kependudukan bagi pemerintah. Selain itu, penerapan KHI juga berkesesuaian dengan 
kaidah penerapan hukum yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat 
membuang mudharat ( ررضلا لازي ) dan memberikan manfaat bagi kita semua. 
Amin. 
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